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Abstrak : Diskusi tentang negara dalam Islam telah 
berlangsung sejak era klasik Islam hingga kini. Tarik ulur 
konsep tentang negara tidak kunjung usai. Tulisan ini 
mengulas tentang perspektif yang dapat digunakan untuk 
mengakhiri polemik dimaksud. Hal terpenting dari diskursus 
tentang negara dalam Islam adalah konten atau substansi 
bernegara, apapun kemudian sebutannya. Sepanjang prinsip 
nomokrasi dipegang teguh maka itulah sejatinya negara 
Islami. Sehingga negara Islam bisa jadi “no” lantaran prinsip 
bernegaranya tidak sesuai ajaran Islam, tetapi negara non 
islam yes karena berjalan di atas koridor prinsip bernegara 
yang sesuai ajaran Islam.  
 
Kata kunci: negara, negara Islami, nomokrasi Islam 
 
Pendahuluan 
Wacana tentang negara kerap mewarnai diskursus 
pemikiran politik dalam Islam (fiqh siya  sah dusturiyyah). Hal ini 
disebabkan oleh urgensi otoritas negara dalam mengatur 
kehidupan sosial masyarakat dalam mencapai cita-cita bersama. 
Dalam konteks ini, umat Islam terpilah dalam formulasi dan 
implementasi praktek kehidupan bernegara yang berbeda, yaitu 
praktek yang menyatukan negara dalam agama  sebagai satu 
kesatuan institusi (integral) dan praktek yang memisahkan agama 
dari negara (sekular). Kecuali itu, terdapat pula praktek bentuk 
ketiga yang tidak menyatukan dan tidak pula memisahkan.  
Negara integral (di n wa daulah) menempatkan Islam 
otentik secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai 
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dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang-undang. 
Islam dipandang mengatur persoalan manusia secara total dan 
berlaku bagi segenap manusia muslim (universalisme Islam). 
Negara sekular tidak menempatkan Islam otentik secara formal 
dalam struktur kenegaraan baik dalam hal bentuk, dasar maupun 
tata undang-undang negara karena Islam dipandang tidak 
mengatur persoalan teknis kenegaraan. Adapun bentuk ketiga 
menempatkan dan memfungsikan agama dan negara sekaligus. 
Praktek kenegaraan negeri-negeri berpenduduk muslim 
global yang berbentuk integral di antaranya Malaysia, Pakistan 
dan Saudi Arabia. Sedangkan Turki mempraktekkan negara 
sekular. Dalam konteks gerakan dan partai politik Islam lokal 
(Indonesia), konsep negara integral eksis dalam gerakan Front 
Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin (MM), Laskar Jihad (LJ), 
Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan negara sekular 
menjadi misi dan tujuan Jaringan Islam Liberal (JIL). Adapun 
Indonesia, Mesir, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) mempresentasikan bentuk ketiga, 
yaitu agama dan negara merupakan egaliter-komplementer.  
Kenyataan di atas memicu pertanyaan bagaimanakah 
sejatinya konsep negara dalam Islam? Apakah negara Islam atau 
sekular? Atau justru negara bentuk ketiga? Kenapa terjadi 
perbedaan implementasi konsep negara di sejumlah negeri-negeri 
berpenduduk muslim? Tulisan ini berupaya untuk menjawab 
pertanyaan di atas dengan pendekatan normatif dan historis. Hal 
ini penting mengingat secara faktual ketiga prkatek di atas selalu 
dipolemikkan. Menurut penulis, tidak ada bentuk negara yang 
baku dalam Islam. Penyelenggaraan negara yang Islami dalam arti 
terealisasinya tujuan bernegara yang didasari oleh ajaran Islam 
jauh lebih penting dari pada bentuk negara. Apapun konsep yang 
menyangkut bentuk negara sepanjang mencerminkan nomokrasi 
Islam merupakan negara yang islami. 
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Historisitas Konsep Negara dalam Islam : dari 
Monarki hingga Federasi 
Pemikiran tentang konsep negara dalam Islam telah 
berlangsung sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Sejarah panjang 
pemikiran tentang negara itu dipresentasikan oleh sejumlah 
pemikir yang penulis kelompokkan dalam tiga bagian. Pertama,  
sejarah pemikiran tentang negara yang muncul dari tokoh yang 
terlibat langsung dalam pemerintahan (praktisi/insider), seperti 
Ibn Abi Rabi, al-Mawardi, dan Ibn Khaldun. Kedua, pemikiran 
yang dimunculkan oleh pemikir yang tidak terlibat langsung 
dalam pemerintahan (simpatisan/outsider), misalnya al-Ghazali 
dan ibn Taimiyyah. Ketiga, pemikir di luar dua kelompok di atas, 
bukan praktisi dan bukan pula partisipan tetapi pemikir spekulatif  
murni, seperti al-Farabi (pengamat/observer). 
Ibn Abi Rabi', politikus yang hidup pada masa dinasti 
Abbasiyah mendukung bentuk pemerintahan monarki. Dalam 
pandangan Ibn Abi Rabi' seperti yang dikutip Munawir Sjadzali, 
monarki atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja 
merupakan bentuk negara yang terbaik. Alasannya adalah bahwa 
dengan kepemimpinan tunggal lebih mudah membuat keputusan 
karena satu komando. Amat sulit jika dalam sebuah negara 
terdapat lebih dari satu pengambil keputusan. Dalam perspektif 
agama, para raja telah diberi keistimewaan dengan segala 
keutamaan dan memperkokoh kedudukan mereka di bumi 
sebagai khalifah.2 Ibn Abi Rabi', mengutip firman Allah dalam 
surah al-An'a  m ayat 165 : 
وىو يذلا مكلعج فئلاخ ضرلأا عفرو مكضعب قوف ضعب تاجرد 
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dan surah an-Nisa  59.  
 
اَهُّ َيأَاي  َنيِذَّلا اوُنَماَء اوُعيَِطأ  َللا اوُعيَِطأَو  َلوُسَّرلا  ِلُْوأَو  ِرْمَلأْا  ْمُكنِم نَِإف  ْمُتْعَزاَن َت 
 في   ءْىَش  ُهوُّدُر َف  َلِإ  ِللا  ِلوُسَّرلاَو نِإ  ْمُتنُك  َنوُنِمْؤ ُت  ِللِاب  ِمْو َيْلاَو  ْا ِرِخَلأ  َكِلَذ 
 ُُ ُر ْ يَخ  ُنَسْحَأَو  الايِوَْأت  
 Kata khala  if dan ulil amri disimpulkannya dengan negara 
monarki.3  
Berbeda dengan Ibn Abi Rabi’, al-Mawardi4 menawarkan 
konsep negara imamah.5 Bagi Mawardi seperti yang dikutip 
Syamsul Anwar, konsep negara imamah mampu menjamin 
realisiasi ketertiban dan perselisihan. Mawardi menafsirkan ayat 
yang dikutip oleh Ibn Abi Rabi' di atas dengan kepemimpinan 
imamah.6 Dalam pandangan Mawardi, imamah merupakan 
penggantian posisi nabi untuk menjaga  kelangsungan agama dan 
urusan dunia. Dalam imamah terkandung tiga hal, (1) pengganti 
(khal  ifah) kedudukan nabi (2) penjaga agama dan (3) pengendali 
masyarakat.  
Dalam merealisasikan ketiga hal itu diperlukan enam 
sendi. Pertama, penghayatan agama. Agama diperlukan sebagai 
pengendali hawa nafsu dan  pengawas  melekat atas hati nurani 
manusia yang akan menyejahterakan dan menciptakan stabilitas 
negara. Kedua, penguasa yang berwibawa. Wibawa penguasa 
dapat mempersatukan aspirasi masyarakat yang berbeda, 
memimpin negara mencapai sasaran-sasaran luhur, menjaga 
agama, melindungi jiwa dan kehormatan warga negara serta 
menjamin mata pencaharian warga. Ketiga, keadilan yang 
menyeluruh yang menciptakan keakraban  antara sesama warga 
negara, rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, 
                                                 
3 Ibid., p. 48.                                                                                                                                
4 Syamsul Anwar, "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah" 
dalam Al-Jami'ah No. 35 (1987), p. 24. 
5 Sumarno, “Konsepsi Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam" 
dalam Republika, 24-25 September 1999. 
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menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangun minat rakyat 
untuk berkarya serta berprestasi. Keempat, keamanan semesta. 
Keamanan yang merata mampu menciptakan ketenangan batin 
dan menghilangkan rasa takut yang pada gilirannya memberi 
peluang bagi inisiatif dan kegiatan serta kreatifitas rakyat. Kelima, 
kesejahteraan rakyat. Hal ini untuk menghindari perbuatan yang 
mengancam stabilitas negara. Keenam, kelangsungan hidup dari 
satu generasi ke generasi lain.7 Keenam sendi tersebut menjadi 
substansi negara kesejahteraan (welfare state) atau negara pelayanan 
(service state) yang kini marak didengungkan. 
Menurut Mahmud A. Faksh, negara imamah Mawardi 
identik dengan negara republik.8 Pendapat ini didukung oleh 
Masykuri Abdillah, yang mengatakan bahwa  masa khulafa  urra  syi-
di  n  (11-41 H/ 632-661) merupakan masa yang menerapkan 
dasar-dasar yang dapat disebut konsep negara republik, karena 
suksesi pada keempat khalifah itu dilakukan dengan sistem 
pemilihan oleh rakyat berdasarkan kualitas bukan kriteria 
kekeluargaan.9 Dari catatan dua pengamat di atas disimpulkan 
bahwa konsep negara Mawardi adalah Imamah (republik), di mana 
negara dipimpin oleh seorang kepala negara (imam) terpilih. 
Sementara itu Ibn Khaldun, membedakan masyarakat 
dan negara. Menurutnya manusia memiliki wazi' (kharisma) dan 
mulk (kekuasaan). Kedua hal itu merupakan unsur pokok 
pembentuk negara. Negara muncul dari masyarakat yang 
menetap, yang membentuk peradaban, bukan yang masih 
berpindah-pindah dan mengembara seperti kehidupan nomaden. 
Ibn Khladun kemudian membangun teori as a  biyyah (group 
feeling)  yakni rasa kelompok. Teori tersebut menurut Fuad Baali 
sangat dekat  dengan ide  Emile Durkheim tentang kesadaran 
kolektif  (conscience collective). Dari teori as a  biyyah ini disimpulkan 
                                                 
7 Ibid, p.46. 
8 Mahmud A. Faksh, "Theories of State  in Islamic Political Thought 
" dalam Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol. VI, No. 3, (1983), 
p. 63-64. 
9 Masykuri Abdilah, "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: 
Sebuah Perpektif Sejarah dan Demokrasi Modern" dalam  Taswirul Afkar, 
No.7, Tahun 2000, p. 99. 
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bahwa negara versi Ibn Khladun adalah negara dinasti atau 
kerajaan. 10  
Menurut Munawir Sjadzali, teori as a  biyyah merupakan 
solidaritas kelompok yang terdapat dalam watak manusia. 
Dasarnya dapat bermacam-macam, seperti ikatan darah atau 
persamaan keturunan, tempat tinggal yang berdekatan atau 
tetangga, persekutuan  atau aliansi dan hubungan antara 
pelindung dan yang dilindungi. Teori as a  biyyah ini merupakan 
suatu keharusan bagi berdirinya sebuah  negara yang kuat. 
Bahkan kepala negara atau raja jika ingin mengendalikan secara 
efektif  ketertiban negara, haruslah menggunakan teori as a  biyyah 
secara dominan. Negara besar dibangun atas solidaritas yang 
kuat, baik atas dasar agama atau lainnya.11 Untuk mencapai tujuan 
tersebut dibutuhkan tiga hal. Pertama, penguasa harus mengenal  
tujuan dan ke arah mana masyarakat akan dibawa. Kedua, 
mengenal kondisi aktual  tentang komunitas politik tempat di 
mana ia  melaksanakan aktifitas politiknya. Dan ketiga penguasa-
an  ilmu pemerintahan.12 
al-Ghazali, hujjatul Isla  m, seperti yang dikutip Munawir 
mengatakan bahwa negara berdiri dengan dua modal pokok. 
Pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup 
umat manusia. Hal ini hanya bisa tercipta melalui pergaulan yang 
terpelihara dan dilindungi antara laki-laki dan perempuan. Kedua, 
saling bantu membantu (kerjasama).13 Dari modal pokok ini 
Ghazali merumuskan konsep negara teokrasi. Bagi Ghazali, 
negara teokrasi diartikan bahwa kekuasaan kepala negara tidak 
datang dari rakyat, melainkan dari Allah swt. Pendapat Ghazali 
ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa  ' 59 yang 
menyebut hirarkis kepatuhan di mulai dari Allah, Rasul dan ulil 
amri. Artinya ulil amri mendapat kekuasaan secara up to bottom dari 
Tuhan. Kecuali itu, Ghazali juga mengutip firman Allah surat A  li 
'Imra  n ayat 26 yang menyatakan bahwa “Tuhan adalah empunya 
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12 Ibid., p. 106.                                                                                                                              
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kerajaan. Dia berikan dan ambil kembali kerajaan kepada siapa saja 
yang dikehendaki”. Kedua dalil naqli di atas menjadi petunjuk 
tentang konsep negara teokrasi. 
Adapun Ibn Taimiyah mengatakan bahwa  adanya 
pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan 
kewajiban agama. Karena agama tidak mungkin tegak tanpa 
pemerintahan. Allah memerintahkan  amar ma'ru  f nahi  mungkar 
dan ini tidak bisa diwujudkan tanpa kekuatan atau kekuasaan 
pemerintah. Pentingnya mendirikan suatu pemerintahan ini 
sampai-sampai Ibn Taimiyah mengemukan jargon  yang amat 
popular bahwa "enam puluh tahun dalam pemerintahan yang 
zalim jauh lebih baik dari pada sehari tanpa pemerintahan".  
Dalam pandangan Ibn Taimiyah, pemerintahan dalam 
Islam memiliki berbagai format, baik monarki, teokrasi maupun 
republik. Format yang beragam ini tidak perlu dipersoalkan 
karena yang paling penting adalah di dalamnya agama terjaga dan 
keadilan ditegakkan. Sehingga apapun bentuk negara dan 
pemerintahannya (negara tentatif) sepanjang tidak menyimpang 
dari nilai-nilai universal Alquran dan Assunnah dapat dipilih.  
Sedangkan al-Farabi, seperti yang dikutip Munawir, 
menyebutkan bahwa  manusia adalah makhluk sosial, makhluk 
yang memiliki  kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Tak 
satupun manusia mampu hidup dan memenuhi kebutuhannya  
tanpa bantuan pihak lain. Oleh karenanya manusia harus saling 
membantu dalam ikatan negara, sehingga kebutuhan hidupnya 
tercukupi dan terlindungi. 14 
Sebagai observer, al-Farabi melakukan perenungan 
spekulatif tentang konsep negara yang ia sebut dengan negara 
utama (al-madi  nah al-fad  i  lah)  yang secara filosofis mengacu 
kepada negara madinah pada masa Nabi yang kemudian 
direfleksikan menjadi sebuah konsep negara kemasyarakatan 
yang bercorak federasi. (collectivistic state).15 Konsep negara federasi 
muncul sebagai akibat dari struktur masyarakat yang berbeda. 
                                                 
14 Munawir, Islam dan, p. 50-51. 
15 Sumarno, "Konsepsi Negara dalam Sejarah  Pemikir Islam", 
Republika 24-25 September 1999. p. 5. 
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Pertama, struktur masyarakat besar yang merupakan gabungan 
dari banyak bangsa  yang bersepakat  untuk bergabung dan saling 
bekerja sama. Kedua struktur masyarakat sedang, yaitu 
masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang berada pada satu 
wilayah tertentu. Dan ketiga, struktur masyarakat kecil, yaitu 
masyarakat yang hanya mendiami satu kota.16  
Berdasarkan pembagian struktur masyarakat tersebut 
maka dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat kecil telah 
dicontohkan oleh Nabi  dengan kota Yastrib. Struktur 
masyarakat sedang dapat dilihat pada masa khulafa  urra  syidi  n 
dengan wilayah Islam dalam geografis tertentu. Adapun struktur 
masyarakat besar dapat dilihat pada Dinasiti Umayyah dan 
Abbasiyyah yang merupakan gabungan dari berbagai propinsi.  
Paparan di atas menunjukkan bahwa pemikiran tentang 
negara dalam Islam telah memiliki berbagai konsep kendati 
referensi Alquran dan Assunnahnya sama. Cara baca pemikir dan 
pendekatan yang digunakan menjadikan pemikiran kenegaran 
Islam memiliki keragaman. Aneka rupa model dapat dipandang 
sebagai bukti bahwa memang dalam Islam tidak ada bentuk yang 
baku tentang praktek kenegaraan. Artinya gagasan atau rumusan 
apapun tentang praktek kenegaraan sepanjang tidak keluar dari 
referensi utama tersebut, dipandang sebagai upaya implementasi 
ajaran Islam. Kecuali itu, berjalannya sebuah model 
pemerintahan untuk kurun waktu tertentu menunjukkan pula 
bahwa pada kurun yang bersangkutan, model yang dipilih 
ternyata efektif untuk membawa kemaslahatan, ketenangan, 
kestabilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya yang pada dasarnya 
merupakan tujuan pokok diturunkannya syariat bagi manusia. 
Artinya model tersebut cocok dan tepat (appropriate) untuk 
kontek ruang dan waktunya yang bisa jadi tidak appropriate untuk 
kontek yang bukan ruang dan waktunya. Dengan demikian 
dinamika pemikiran kenegaraan Islam akan selalu berkembang 
bergantung kepada perkembangan dan penafsiran masyarakat. 
Pendek kata umat Islam tinggal menimbang-nimbang kondisi 
objektif suatu komunitas untuk kemudian memilih model yang 
                                                 
16 Munawir, Islam, p.  51. 
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cocok, baik yang telah pernah ada atau mencoba model baru 
yang genuine sepanjang mengakomodir prinsip-prinsip kenegaraan 
Islam (nomokrasi Islam). 
 
Prinsip-prinsip dalam Nomokrasi Islam 
 Nomokrasi Islam dikembangkan dari teori ibn Khaldun 
yang membagi negara dalam dua kelompok, yaitu (1) negara 
kekuasaan alamiah (mulk tabi‟iy) dan (2) negara kekuasaan politik 
(mulk siyasi). Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang 
sewenang-wenang (despotisme) dan cenderung memakai hukum 
rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tidak berperadaban. 
Kelompok kedua kebalikan dari kelompok yang pertama. 
Kelompok kedua ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu (1) negara 
hukum Islam atau nomokrasi Islam (mulk siyasah diniyah) (2) 
negara hukum sekular (mulk siyasah „aqliyah) dan (3) negara a la 
republik Plato (mulk siyasah madaniyah).17  
Negara tipe pertama (mulk siyasah diniyah), menjadikan 
syari’ah Islam sebagai pondasinya. Malcom H. Kerr dan Waqar 
Ahmad Husaini18 menyebutnya dengan nomokrasi Islam. 
Karakternya mulk siyasah diniyah, memerankan dan memfungsikan 
Alquran, Assunnah dan akal manusia dalam kehidupan 
bernegara. Adapun tipe kedua (mulk siyasah „aqliyah) hanya 
mendasarkan pada hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara 
tipe ketiga (mulk siyasah madaniyyah) merupakan negara yang 
diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain yang 
tidak memiliki hak pilih. 
 Sebagai starting point dalam bahasan nomokrasi Islam ini 
penulis memulai dari doktrin Alquran yang menyatakan Allah 
sebagai penguasa mutlak atau hakiki. Kekuasaannya sangat luas 
                                                 
17 Malcolm H. Kerr, Islamic Reform The Political and Legal Theories of 
Muhammad Abduh and Rashid Ridha (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1966) p. 29.  Bandingkan dengan J.J Rosenthal, Political 
Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline (Cambridge: University of 
Cambridge Press, 1958), p. 86.  
18 S.Waqar Ahmad Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam alih 
bahasa dari Islamic Environmental System Engineering) oleh Anas Mahyudin 
(Bandung : Pustaka Salman ITB, 1983), p. 217-232.  
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dan tidak terbatas mencakup segala sesuatu yang ada di alam 
semesta ini . 
19 ِِللَوُِِكْلُمِِِتاَواَم َّسلاِِِضَْرلأْاَوُِِاللَوِىَلَعِ ِلُكُِِ ُءْىَشِ ِرٌِدَق  
Posisi manusia dalam hubungan dengan Allah sebagai penguasa 
yang hakiki dan mutlak adalah khalifah Allah yang maknanya 
adalah pengemban amanah Allah. Dalam hal ini Allah 
melimpahkan tugas kepada manusia untuk mengatur dan 
mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
ketentuanNya. 
 Jika konsep khalifah itu dibawa ke konteks kenegaraaan, 
maka manusia berfungsi sebagai pengemban kewenangan dari 
Allah (delegation of authority). Alquran mengatakan bahwa Allahlah 
pemilik kekuasaan, ia akan limpahkan dan mencabut kekuasaan 
itu dari siapa saja yang ia kehendaki.  
قِِل َُِِّمُهَّللاِِِِكلاَمِِِكْلُمْلاًِِتْإُتَِِكْلُمْلاِنَمُِِءآَشَتُِِعِزنَتَوَِِكْلُمْلاِن َّمِمُِِءآَشَتِ ِزِعُتَوِنَمِ
ُِءآَشَت 
20 ِ ِلِذُتَوِنَمُِِءآَشَتَِِكِد ٌَ ِبُِِر ٌْ َخْلاَِِكَِّنإِىَلَعِ ِلُكِ ِء ًْ َشُِِرٌِدَقِ  
Jika manusia berkenan menjadi khalifah Allah di bumi, maka 
terdapat tujuh prinsip yang harus dimilki dalam kehidupan 
berbangsa atau bernegara. 
1.  Kedaulatan (Otoritas Tertinggi) 
 Dalam Islam, kedaulatan atau kekuasaan yang sejati ada 
pada Allah. Sehingga segala macam kekuasaan yang ada pada 
manusia adalah pemberian Allah yang diamanatkan untuk 
difungsikan sesuai keinginan Allah yang pada waktunya akan 
dimintai pertanggungjawaban. Jadi kekuasaan adalah karunia 
yang menjadi rahmat, baik bagi yang menerima maupun bagi 
rakyat. Hal ini bisa terjadi jika kekuasaan itu betul-betul 
difungsikan menurut koridor yang ditentukan. Jika tidak, 
kekuasaan berubah menjadi laknat.21 Tegasnya kekuasaan itu 
adalah amanah. Oleh karena kedaulatan adalah amanah yang oleh 
karenanya harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya.  
                                                 
             19A li 'Imra  n (3):189.  
20 A li 'Imra  n (3):26.  
                21 M. Daud  Ali, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 
(Jakata: Bulan Bintang, 1988), p. 193.  
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اَِّن َُِِِاللِِْمُكُرُْمؤ ٌََِنأِاو  دَإُتِِِتاَناََملأْاِىَِلإِاَِهلَْهأِاَِذإَوِِْمُتْمَكَحَِِن ٌْ َبِِِساَّنلاَِِْنأِاوُمُكْحَت  
22 ِِِلْدَعْلاِبَِِِّنإَِِاللِا َّمِعِنِِْمُكُظِع ٌَِِِهِبَِِِّنإَِِاللَِِناَكِاًعٌِمَسِاًرٌِصَبِِِِ  
Konsekuensinya adalah bahwa kekuasaan wajib dipelihara dan 
dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya. Penyampaian 
amanat dalam konteks kekuasaan  mengandung implikasi bahwa 
ada larangan bagi pemegang amanah untuk melakukan abuse atau 
penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apapun seperti 
gratifikasi, parcel, travel check. Setiap bentuk penyalahgunaan 
kekuasaan dipandang sebagai melanggar titah Tuhan. Sebaliknya 
bersikap amanah justru mendekatkan pada keadilan. Sehingga 
kekuasaan yang dijalankan secara amanah selalu didasarkan 
kepada keadilan.  
2. Pengambilan Keputusan  
Alquran hanya merekomendasikan musyawarah sebagai 
metode dalam pengambilan keputusan. Hal ini tertuang dalam 
surat Asy-Syura(42) ayat 38 yang berbunyi: 
َِنٌِذَّلاَوِاوُباَجَتْساِِْمِه  بَرِلِاوُماََقأَوََِِةلا َّصلاِِْمُهُرَْمأَوِىَروُشٌَِِْبِْمُهَنِا َّمِمَوِمُهاَنْقَزَرِ
نوُقِفن ُ  َ   
 Ayat di atas menggambarkan  bahwa setiap  persoalan  
yang menyangkut kepentingan umum selalu dimusyawarahkan 
oleh nabi dengan para sahabat. Seringnya nabi bermusyawarah 
tidak hanya karena mengacu firman di atas tetapi juga mengacu 
kepada surah Ali Imran (3) ayat 159 yang berbunyi: 
اَمِبَفِ ِةَمْحَرَِِن  مِِِاللَِِتِنلِِْمَُهلَِِْولَوَِِتنُكِا ًّظَفَِِظٌِلَغِِِبْلَقْلاِاو  ضَفَنلاِِْنِمَِِِكلْوَحُِِفْعاَفِ
ِْمُهْنَعِِْرِفْغَتْساَوِِْمَُهلِِْمُهْرِواَشَوًِِفِِِرَْملأْاِاَِذإَفَِِتْمَزَعِِْل َّكَوَتَفَِىلَعِِِاللَِِِّنإَِِاللِ ِبِحٌُِ
َِنٌِل  كَوَتُمْلا 
 Ayat ini bila ditarik ke dalam kontek yang lebih luas 
bermakna bahwa seluruh umat Islam tanpa terkecuali wajib 
bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Jika manusia secara 
umum diwajibkan bermusyawarah apalagi pemegang kekuasan. 
Musyawarah merupakan wahana tukar menukar pikiran, gagasan 
ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam 
memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada keputusan. Dari 
sudut kenegaraan, musyawarah  berfungsi sebagai pencegah 
kekuasaan yang absolut dari seorang kepala negara.  
                                                 
22 An-Nisa  (4):58.  
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Musyawarah berbeda dengan voting dalam demokrasi 
yang berpegang pada rumus setengah plus satu, atau mayoritas, 
yang berakhir dengan kekalahan pada satu pihak dan 
kemenangan bagi pihak lain. Dalam musyawarah yang 
dipentingkan adalah persaudaraan yang dilandasi keimanan 
kepada Tuhan, sehingga  yang menjadi tujuan musyawarah bukan 
kemenangan satu pihak melainkan pihak orang banyak. Selain itu 
dalam musyawarah yang diperhatikan bukan siapa yang berbicara 
melainkan ide, gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan. Jadi 
dalam musyawarah buah pikiran lebih penting dari orangnya. 
Bukankah nabi pernah bersabda “lihatlah perkataannya jangan lihat 
siapa yang berkata”. 
3. Pengelolaan Negara 
Terdapat dua sendi utama dalam pengelolaan negara yaitu 
keadilan dan persamaan. Cukup banyak Alquran bicara tentang 
keadilan. Beberapa ayat yang relevan misalnya, surah An-Nisa 
(4):135: 
اَه  ٌ َأا ٌََِِنٌِذَّلاِاوُنَماَءِاوُنوُكَِِنٌِما َّوَقِِِطْسِقْلاِبَِِءآَدَهُشِِِللَِِْولَوَِِلَعِْمُكُِسفَنؤىَِِِوأِِِن ٌْ َدِلاَوْلاِ
َِنٌِبَرَْقلأْاَوِِنإِِْنُك ٌَِا ًٌّ ِنَغَِِْوأِاًرٌِقَفُِِللاَفِىَلَْوأِاَمِهِبَِِلاَفِاوُعِب َّتَتِىَوَهْلاَِنأِاُولِدْعَتِِنإَوِ
اُوْلَتَِِْوأِاوُضِرْعُتَِِِّنإَفَِِاللَِِناَكِاَمِبَِِنُولَمْعَتِاًرٌِبَخ  
Ayat tersebut menjelaskan tiga hal (1) Menegakkan 
keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman (2) Setiap 
mukmin apabila menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi dengan 
jujur dan adil. (3) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan 
menyelewengkan kebenaran. 
Dalam ayat lain Allah mengulangi lagi kewajiban 
menegakkan keadilan, yaitu surah Al-Maidah (5) ayat 8:  
اَه  ٌ َأا ٌََِِنٌِذَّلاِاوُنَماَءِاوُنوُكَِِنٌِما َّوَقِِِللَِِءآَدَهُشِِِطْسِقْلاِبَِِلاَوِِْمُك َّنَمِرْج ٌَُِِناَئَنَشِ ِمْوَقِىَلَعِ
ََِّلاأِاُولِدْعَتِاُولِدْعاَِِوُهُِِبَرَْقأِىَوْق َّتلِلِاُوق َّتاَوَِِاللَِِِّنإَِِاللُِِ ُرٌِبَخِاَمِبَِِنُولَمْعَت  
Ayat ini menjelaskan empat hal. Pertama, perintah 
kepada orang  yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus 
(adil) karena Allah (bukan karena orang lain atau tujuan lain). 
Artinya setiap perbuatan adil manusia semata-mata karena Allah 
bukan karena yang lain.  Kedua, perintah kepada orang yang 
beriman supaya menjadi saksi yang adil. Artinya dalam kesaksian 
tidak memihak kepada siapa pun kecuali kebenaran. Ketiga, 
larangan bagi orang beriman untuk bersikap tidak adil karena 
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emosional  atau sentimen  kebencian. Artinya keadilan jangan 
ternodai karena perasaan kasihan atau iba. Perasaan apapun tidak 
boleh mempengaruhi keadilan. Keempat, perintah  kepada orang 
beriman  supaya bersikap adil dalam berbagai kesempatan, karena 
adil itu mendekatkan diri kepada Tuhan.   
Mengingat posisi penting keadilan, maka reafirmasi 
keadilan dicantumkan lagi dalam surah lain, yaitu:  
َِِّنإَِِاللُِِرُْمؤ ٌَِِِلْدَعْلاِبِِِناَسِْحلإْاَوِِِئآَتٌِإَوِيِذِىَبْرُقْلاِىَهْن ٌَ َوِِِنَعِءآَشْحَفْلا  
23 ِِِرَكنُمْلاَوًِِِْغَبْلاَوِِْمُكُظِع ٌَِِْمُك
َّلََعلِنوُر َّكَذَت  
Ayat di atas menjelaskan enam  hal pokok. Pertama, 
perintah menegakkan keadilan. Kedua, perintah melakukan 
kebaikan. Ketiga, perintah membantu secara materil kepada 
sanak famili atau kaum kerabat. Keempat, manusia dilarang 
melakukan perbuatan keji atau buruk. Kelima manusia dilarang 
melakukan kemungkaran. Keenam, manusia dilarang bersikap 
bermusuhan. Keenam hal itu berpusat pada keadilan, karenanya 
keadilan diletakkan pada pada bagian awal.  
Dalam surat lain Allah memerintahkan Nabi Muhammad 
untuk berlaku adil  
َِِكلَذِلَفُِِعْداَفِِْمِقَتْساَوِآَمَكَِِتْرُِمأِِْعِب َّتََتلاَوِِْمُهَءاَوَْهأِِْلُقَوُِِتنَماَءِآَمِبَِِلَزَنأُِِاللِنِمِ ِباَتِكِ
ُِتْرُِمأَوَِِلِدَْعلأُِِمُكَن ٌْ َبُِِاللِاَن  بَرِِْمُك  بَرَوِاَُنلاَمَْعأآََنلِِْمَُكلَوِِْمُُكلاَمَْعأَِِة َّجَُحلاِاَنَن ٌْ َب  
24 ُِِكَن ٌْ َبَوُِمُِِاللُِِعَمْج ٌَِاَنَن ٌْ َبِِِه ٌْ َِلإَوُِِرٌِصَمْلا  
Sehubungan dengan keadilan ini Marcel A. Boisard  
mengatakan bahwa keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-
nilai moral yang pokok.25 Hal ini dibuktikan oleh banyak ayat 
seperti dijelaskan di atas ditambah dengan  An-Nisa (4):4826 dan 
Al-An’am (6):9027.  
                                                 
23 An-Nah l (16):90.  
 24 Asy-Syu  ra (42):15  
 25 Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam alih bahasa, H.M. Rasjidi 
(Jakarta: Bulan  Bintang, 1980), p. 135.  
26   هٍْ  ٌِاآ ٌْٕ  ض  ٔأ  ٚ   ةب تِىٌْ ا  ِّك  حٌْ ِبث ًبل ِّذ  صُِ ب  ّ ٌِّ  ٍْ ث  ٓ  ِٗ ٌْ  ذ ٌ   ٓ ِ  ِةب تِىٌْ ا ًبٕ ِّ ٍْ  ٙ ُِ  ٚ  ِٗ ٍْ  ٍ  ع ُُىْحب ف  ُْ ُ  ٍْٕٙ  ث 
  ي  ض  ٔأآ  ّ ِث  ُالل  ِْعجَّت ت لا  ٚ  ُْ ُ٘  ءآ  ٛ ْ٘  أ ب َّّ  ع   ن  ءآ  ج   ٓ ِ  ِّك  حٌْ ا     ً ُِّىٌ ب ٍْٕ  ع  ج  ُْ ُىٕ ِ  ًخ  عْشِش بًجب ْٕٙ ِ  ٚ  ْٛ  ٌ  ٚ 
  ءآ  ش  ُالل  ُْ ُى ٍ  ع  ج ٌ  ًخ َِّ ُأ  ًح  ذِحا  ٚ ِٓى ٌ  ٚ  ُْ ُو  ٛ ٍُْج ٌٍِّ ًِف  ُْ ُوب تا  ءآ  ِ اُِٛمج تْسب ف  ِدا  شٍْ  خٌْ ا ى ٌِا  ِالل  ُْ ُىُعِجْش  ِ بًعٍ ِّ  ج 
ُُُىئِّج ُٕ  ٍف ب  ّ ِث  ُْ ُتُٕو  ِٗ ٍِف   ْ ُِٛف  ٍتْخ ت  
27   ِهئ ٌ ْٚ ُأ   ٓ ٌِزٌَّا  ُ ُ٘ب ٍْٕ  تا  ء   ةب تِىٌْ ا   ُ ْىُحٌْ ا  ٚ   ح َّٛ ُجٌُّٕا  ٚ ِْب ف  ُْشفْى ٌ ب ِٙث  ِءَُإب ٘  ْذ م ف ب ٍْٕ َّو  ٚ ب ِٙث ب ًِ ْٛ  ل 
اُٛسٍْ  ٌ ب ِٙث   ٓ ٌِِشفب  ِىث   
Muhammad Nur: Substansi Negara dalam Islam 52 
Implementasi prinsip keadilan dalam konteks nomokrasi 
Islam dapat dilihat dari fungsi negara. Fungsi negara mencakup 
tiga kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh pemegang 
kekuasaan, yaitu pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan 
negara  dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat harus 
merasakan nikmatnya keadilan dari penguasa. Contoh dalam 
politik semua rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan 
kehakiman dengan seadil-adilnya.  Hukum berlaku bagi siapa saja 
tanpa pandang kedudukan. Ketiga, kewajiban penyelenggara 
negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera. 
Konsep keadilan tidak identik dengan keadilan ciptaan 
manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanisme telah 
mengasingkan nilai-nilai transendental dan mengagungkan 
manusia sebagai individu sehingga manusia menjadi titik sentral 
(antroposentris).  Sebaliknya keadilan dalam Islam menempatkan 
manusia pada kedudukan yang wajar baik secara individu 
maupun masyarakat. Manusia bukan titik sentral melainkan 
hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan 
Allah dan sesama manusia (hablum minallah wa hablum minannas). 
Islam menempatkan Allah sebagai titik sentral (teosentris). 
Sehingga keadilanpun adalah bertumpu pada Tuhan Yang Maha 
Benar dan Maha Bijaksana. Dengan demikian, konsep keadilan 
dalam Islam amat berbeda dengan konsep keadilan versi 
manusia. Sehubungan dengan orientasi kepada keadilan di dalam 
Islam ada sebuah kaidah prinsip keadilan, “hindarilah hukuman 
terhadap kesalahan yang belum diyakini.”  
Selain keadilan adalah persamaan (egaliter) yang dapat 
dilihat dalam ayat  
ب ُّٙ  ٌأآ ٌ  ُطبٌَّٕا بَِّٔا ُُوب ْٕم ٍ  خ ٓ ِِّ   ش  و  ر ى ثُٔأٚ   ٍْٕ  ع  ج  ٚ ُْ ُوب ًبثُٛعُش   ً ِئآ ج ل  ٚ  َّْ ِا  ُْ ُى  ِ  شْو أ   ذِٕع  
28   ِالل  ُْ ُوب مْت أ  َّْ ِا   الل   ُ ٍٍِ  ع   شٍِج  خ  
 Ayat di atas melukiskan bagaimana proses kejadian 
manusia yang sama dan tidak berbeda satu sama lain. Manusia 
sama dan dipandang sama dihadapan Allah. Hanya kadar 
                                                 
 28 Al-H ujura  t (49):13.  
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ketakwaannya yang membedakannya. Menurut Boisard, prinsip 
persamaan ini merupakan soko guru dari struktur sosial Islam.29 
Dalam konteks kenegaraan. prinsip ini merupakan tiang utama 
dalam negara. Tanpa prinsip ini negara akan goyah. Prinsip 
persamaan ini ditegaskan oleh Nabi ketika beliau berpidato pasca 
Haji Wada, “Sesungguhnya leluhurmu adalah satu yaitu Adam. 
Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan 
Arab, antara yang berkulit merah dan berkulit hitam kecuali 
takwanya kepada Allah.”  
 Prinsip ini mengandung aspek yang luas, mencakup 
persamaan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan 
lain-lain. Persamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan 
perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap semua orang 
tanpa perbedaan. Penegasan tentang persamaan dalam 
pandangan hukum ini pernah ditunjukkan oleh Nabi, “Demi 
Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, tetap akan aku 
potong tangannya.30 Prinsip persamaan ini juga bermakna bahwa 
setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 
penyelenggaraaan negara. Setiap warga berhak mendapatkan  
jabatan  jika memenuhi kualifikasi. Tidak ada istilah warga kelas 
dua atau partisipan.  
4. Relasi Negara dan Masyarakat 
 Prinsip selanjutnya adalah perlindungan dari negara 
terhadap warga atau masyarakat atau lebih luas lagi hak-hak dasar 
manusia secara umum. Dalam nomokrasi Islam, hak azazi tidak 
hanya diakui tapi dilindungi. Prinsip tentang pengakuan dan 
perlindungan hak azazi ini digariskan dalam Alquran. 
ِْدََقلَوِاَنْم َّرَكِىِنَبَِِمَداَءِِْمُهاَنْلَمَحَوًِِفِ ِرَبْلاِِِرْحَبْلاَوِمُهاَنْقَزَرَوَِِن  مِِِتاَب  ٌ َّطلاِِْمُهاَنْل َّضَفَوِ 
31 ِىَلَعِ ِرٌِثَكِِِْن َّم  مِاَنَْقلَخًِِلاٌِضْفَتِِ  
Ayat di atas menjelaskan ekspresi kemuliaan manusia 
yang dalam teks Alquran disebut karamah (kemuliaan). Hasbi ash-
                                                 
 29 Marcel A Boisard, p. 125-126.  
 30 Hadis riwayat Abu Daud dan an-Nasa  i dalam Tafsir al-Wus ul jilid II 
p. 14.  
 31 Al-Isra  ' (17):70.  
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Shiddieqy32 membagi karamah kepada tiga kategori. Pertama, 
kemulian pribadi (karamah fardiyah). Kedua, kemuliaan 
masyarakat (karamah ijtima‟iyyah). Ketiga kemuliaan  politik 
(karamah siyasiyyah). Pada kategori pertama, manusia dilindungi 
baik pribadi maupun hartanya.  Dalam kategori kedua, status 
persamaan manusia dijamin sepenuhnya. Sementara dalam 
kategori ketiga jaminan bagi hak-hak politik warga negara. 
Proklamasi Alquran melalui ayat-ayat di atas mengandung 
prinsip  pengakuan dan perlindungan hak-hak azazi manusia 
sebagai hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam  nomokrasi 
Islam ditekankan dalam tiga hal yaitu (1) persamaan  manusia; (2) 
martabat manusia; dan (3)  kebebasan manusia. Dalam 
persamaan manusia sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf 
di atas, Alquran menggariskan dan menetapkan suatu status  yang 
sama bagi semua manusia. Karena itu Alquran menentang dan 
menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang dapat 
menghancurkan prinsip persamaan seperti diskriminasi, 
feodalisme dan kolonialisme. 
Tentang martabat manusia, Allah telah ciptakan manusia 
dengan martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk 
lain. Manusia memiliki atribut atau perlengkapan fisik dan rohani 
yang tidak dimiliki makhluk lain. Salah satu ciri yang memberikan 
martabat dan kemuliaan kepada manusia adalah kemampuan 
manusia untuk berfikir dan menggunakan akalnya sebagai atribut 
yang hanya dimiliki manusia. Dengan struktur fisik dan rohani 
yang seperti itu manusia secara fitrah atau naluri  memiliki 
martabat  dan kemuliaan yang harus dilindungi.  
Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan martabat 
manusia adalah33  
اُولُتْقََتلاَوَِِسْفَّنلاًِِتَّلاَِِم َّرَحُِِاللَِِِّلاإِ ِقَحْلاِبِنَمَوَِِلُِتقِاًمُولْظَمِِْدَقَفِاَنْلَعَجِِِه  ٌ ِلَِولِاًناَطْلُسِ
ِْفِرْسٌُ َلاَفًِِفِِِلْتَقْلاُِِهَِّنإَِِناَكِاًروُصنَم  
                                                 
 32 Mohammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1980), p.169.  
33 al-Isra (17) : 33.      .                                                                              
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"Alasan yang benar" dalam ayat di atas adalah alasan yang 
dibenarkan  oleh hukum Islam seperti qis  as yang merupakan salah 
satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Aayat di atas 
menandaskan bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa, 
baik orang lain atau diri sendiri (bunuh diri). Di sini tampak jelas 
bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup 
diwajibkan pada penyelenggara  negara. Dalam nomokrasi Islam 
manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas 
perlindungan untuk hidup. Adapun hak untuk mati sama sekali 
tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia 
adalah wewenang Tuhan.34 Maka istilah pasukan berani mati 
(PBM) yang heboh pada detik-detik terakhir kekuasaan Gus Dur 
di Indonesia sekitar tahun 2001 tidak sesuai dengan nomokrasi 
Islam. Perlindungan nyawa manusia sangat diperhatikan dalam 
Alquran:35  
ِْنِمِِِلَْجأَِِِكلَذِاَنْبَتَكِىَلَعِىِنَبَِِلٌِءاَرِْسإُِِه ََّنأِِْنَمَِِلَتَقِاًسْفَنِِِر ٌْ َغِبِ ِسْفَنَِِْوأِ ِداَسَفًِِفِ
ِِضَْرلأْاِاَم ََّنؤَكَفَِِلَتَقَِِساَّنلاِاًعٌِمَجِِْنَمَوِاَها ٌَ َْحأِاَم ََّنؤَكَفِا ٌَ َْحأَِِساَّنلاِاًعٌِمَجِِْدََقلَوِِْمُهْتَءآَجِ
اَُنلُسُرِِِتاَن  ٌ َبْلاِبَِِّمُثَِِِّنإِاًرٌِثَكِمُهْن  مَِِدْعَبَِِِكلَذًِِفِِِضَْرلأْاِنُوفِرْسَُمل  َُِ  
 Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa manusia dilarang 
membunuh sesamanya (apalagi agresi), kecuali berdasarkan 
alasan yang dibenarkan  hukum Islam, yaitu qis as. Menghilangkan 
nyawa orang lain tanpa alasan qis as dikualifisir sebagai tindakan 
pidana karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa 
alasan qis as  wajib dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. 
Tindak pidana  pembunuhan  dalam ayat ini  dipandang 
melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika ayat 
ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat 
dan membunuh seorang masyarakat berarti juga  membunuh 
keturunannya. Karena itu dalam hukum pidana Islam, hukuman 
mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban 
memaafkannya.36 
 Hak hidup dan perlindungan untuk hidup berkaitan erat 
dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. 
                                                 
34 Luqma  n (31):34. 
35 al-Maidah (5) ayat 32.  
36 Al-Baqarah (2):178. 
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Kebebasan manusia merupakan hak dasar yang tidak hanya 
diakui tapi juga dilindungi, meliputi; (1) kebebasan beragama (2) 
kebebasan berpikir dan menyatakan pendapatnya sebagai hasil 
pikirnya. (3) kebebasan untuk memiliki harta benda (4) 
kebebasan untuk berusaha  dan memilih pekerjaan dan (5)  
kebebasan untuk memilih tempat kediaman.  
Kebebasan beragama berkaitan dengan kedudukan 
manusia  yang di dalam Alquran diakui bermartabat tinggi. 
Manusia dianugerahi  kelengkapan istimewa  dan sangat penting, 
yaitu akal pikiran yang tidak terdapat pada makhluk lain. Dengan 
akal itu manusia memiliki kebebasan untuk memilih  keyakinan 
apa atau agama apa  yang akan dianutnya. Namun Allah yang 
Pengasih dan Penyayang tidak membiarkan manusia memilih 
secara liar sesukanya. Untuk itulah bimbingan wahyu mengiringi 
pikiran manusia. Sehubungan dengan kebebasan beragama ini 
Alquran menyatakan "la  ikra  ha fi ad-di  n" artinya tidak ada paksaan 
dalam beragama.  
  ٖا  شِْوا َ ًِف  ِٓ ٌ ِّذٌا ذ ل   ٓ َّ  ٍجَّت  ُذْش ُّشٌا   ٓ ِ  ًِّ  غٌْ ا ٓ  ّ  ف  ُْشفْى ٌ  ِدُٛغبَّطٌِبث ٓ ِ ُْئٌ  ٚ  ِللِبث  ِذ م ف 
  ه  س ّْ  تْسا 
37   ِح  ٚ ْشُعٌْ ِبث ى مْث ُٛ ٌْ ا   لا   َ ب  ِصفْٔ ا ب  ٌٙ  ُالل  ٚ   عٍ ِّ  س   ُ ٍٍِ  ع   
 Ayat di atas melarang memaksa manusia lain menganut 
agama Islam, karena kebenaran dan kesesatan sudah sangat jelas 
ditimbang dari sudut akal yang telah Allah berikan kepada 
manusia. Apabila ia memilih atau menganut  agama Islam maka 
ia dinyatakan telah memilih jalan yang benar sebaliknya jika 
memilih selain Islam maka ia dinyatakan telah memilih jalan yang 
sesat. 
 Kebebasan beragama mengandung makna bahwa setiap 
orang berhak memperoleh  kehormatan spiritual apabila ia 
dengan sukarela memilih agama yang diyakininya. Logika 
Alquran memberikan dua alternatif kepada manusia dalam 
kedudukannya sebagai makhluk  yang berpikir, apakah ia akan 
mengikuti jalan hidupnya sendiri atau ia akan patuh pada jalan 
lurus yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Sebagai makhluk yang 
berakal manusia seharusnya sudah dapat membedakan secara 
                                                 
37 Al-Baqarah (2): 256. 
Muhammad Nur: Substansi Negara dalam Islam 57 
jelas mana jalan yang benar (al-mustaqi  m) atau lurus dan mana 
yang  sesat atau menyimpang (ad  -d  a  lli  n). 
 Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan berbeda 
pendapat termasuk  dalam kategori kebebasan yang universal. 
Islam mengakui  dan melindungi prinsip ini.  Kebebasan berpikir 
erat kaitannya dengan kebebasan menentukan keyakinan  dan 
agama yang dianut oleh seseorang yang merupakan kebebasan 
hati nurani setiap manusia sejak dilahirkan. Dalam Alquran 
banyak ayat yang memerintahkan  manusia untuk berpikir, karena 
ia merupakan salah satu esensi ajaran Islam. Agama Islam sendiri  
bersendikan akal, sebagaimana ditegaskan Nabi, “ad-dinu „aqlun”. 
Semua ajaran dalam agama Islam sejak dari konsep Tuhan 
sampai gambaran tentang hari akhirat semua dapat diserap dan 
dicerna logika. Posisi akal dalam Islam sangat dihargai bahkan ia 
menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Alquran dan 
Assunnah. 
 Kebebasan berpikir berimplikasi kepada kebebasan 
mengutarakan pendapat  yang benar dihadapan penguasa yang 
otoriter, tiran dan zalim. Bahkan keberanian mengemukakan 
kebenaran itu merupakan perjuangan yang mulia dalam Islam. 
Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat haruslah 
berdasarkan tanggungjawab yang tidak mengganggu kepentingan 
umum atau menimbulkan suasana permusuhan di kalangan 
manusia. Dengan kata lain, kebebasan berpikir tidaklah berarti 
bahwa setiap orang bebas menghina atau mengolok orang lain 
atau keyakinan orang lain. Kebebasan berbeda pendapat 
merupakan hak setiap orang. Setiap orang bebas menyatakan 
pendapatnya, sekalipun berbeda dengan penguasa. Karena 
perbedaan pendapat selain menjadi fitrah atau watak asli manusia 
juga memberikan rahmat karena memberikan banyak pilihan. 
Implikasi dari hal ini adalah seseorang berhak untuk  memiliki 
harta benda yang mengandung nilai materi atau kebendaan yang 
ia sukai dengan catatan diperoleh secara halal atau legal. Prinsip 
kebebasan memiliki harta ini dituangkan dalam surah an-Nisa’ (4) 
ayat 32 
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  لا  ٚ ا ْٛ َّٕ  ّ  ت ت   ً َّض فب  ِ  ُالل  ِٗ ِث  ُْ ُى  ضْع ث ى ٍ  ع   طْع ث  ِيب  ج ِّشٌٍِ   تٍِص ٔ ب َّّ ِِّ اُٛج  س تْوا   سٌٍِِّٕ  ٚ ِءآ 
  تٍِص ٔ ب َّّ ِِّ   ٓ ْج  س تْوا اُٛ  ٍئْس  ٚ   الل ٓ ِ  ِٗ ٍِْض ف  َّْ ِا   الل   ْ ب  و  ًِّ ُِىث   ء ًْ  ش ب ًّ ٍٍِ  ع  
Alquran tidak membedakan jenis kelamin, siapapun 
orangnya, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, 
semua memiliki kebebasan untuk memiliki harta. Kepemilikan itu 
bersifat individual tidak komunal seperti pada sosialis. Terhadap 
kepemilikan ini negara wajib melindunginya. Tak seorangpun 
boleh merampasnya, termasuk negara sekalipun, kecuali  dalam 
keadaan yang dibenarkan  karena menyangkut kepentingan 
umum. Negara tidak boleh memaksa atau merampas hak-hak 
warganya dengan cara kekerasan. Kalaupun terjadi 
pengambilalihan hak warga oleh negara harus disertai dengan 
kompensasi yang adil jika perlu ganti untung bukannya ganti rugi. 
Kedudukan hak-hak atas benda dalam Islam berbeda 
dengan konsep Barat. Menurut konsep Barat, setiap orang 
memegang kekuasaan penuh dan mutlak. Artinya seseorang 
boleh memakai, memanfaatkannya sekehendaknya termasuk 
untuk menyalahgunakannya. Roger Garaudy melukiskan  sebagai 
“le droit d‟user et d‟abuser” atau “utendi et abutendi”. Pemegang harta 
boleh melakukan apa saja  yang ia inginkan terhadap hartanya. 
Tanpa terkecuali menimbun atau membinasakannya.38 Berbeda 
dengan Islam, hak atas benda berfungsi sosial dan diatur dengan 
konsep amar ma‟ruf nah mungkar. Pemilik hak berkewajiban 
memelihara harta bendanya dengan sebaiknya dan 
menggunakannya untuk tujuan yang dilegalkan agama. 
Penggunaan benda harus betul-betul menimbulkan kemanfaatan 
baik terhadap diri sendiri atau orang lain. Harta adalah amanah 
Tuhan. Pemiliknya wajib mengeluarkan dari kepemilikiannya 
sebagai zakat dan anjuran infaq, sedekah dan wakaf.  
Kedudukan hak atas benda dalam Islam memberikan 
keseimbangan  antara kepentingan individu pemilik harta dengan 
kepentingan sosial yang membutuhkan. Jadi pemilik harta 
memiliki kewajiban sosial. Pemilik tidak boleh menguasai penuh 
                                                 
38 Roger Garaudy,  Mencari  Agama  pada  Abad XX : Wasiat  Filsafat  
Roger   Garaudy   alih bahasa H.M.Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), p. 
286.  
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hartanya dan tidak boleh pula menggunakan secara serampangan. 
Dilihat dari segi etik keagamaan pemilik harta kelak dituntut 
pertanggungjawaban atas harta yang telah diamanahkan 
kepadanya. Dari mana dan untuk apa harta itu. Oleh karenanya 
dalam Islam perolehan harta harus halal dan menggunakannya 
juga harus benar. 
Kebebasan untuk memiliki harta erat hubungannya 
dengan kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan untuk 
memperoleh harta. Dalam nomokrasi Islam, manusia dianugerahi 
kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan yang legal. 
Mencari pekerjaan yang disukai tidak hanya hak tapi kewajiban 
agama. Kewajiban itu tidak lain untuk kemakmuran manusia itu 
sendiri. Tuhan telah menciptakan bumi beserta isinya untuk 
manusia. Oleh karenanya manusia disilahkan berusaha untuk 
memanfaatkan dan mengelolanya. Hal ini tertuang dalam surah 
al-Mulk (67) ayat 15. 
  ٛ ُ٘ يِزٌَّا   ً  ع  ج  ُ ُى ٌ   ضْس لأْا  ًلاٌُٛ  ر اُٛش ِْ ب ف ًِف ب ِٙجِوب ٕ  ِ اٍُُٛو  ٚ ٓ ِ  ِٗ ِلْص ِّس  ِٗ ٍْ  ٌِا  ٚ  
سُٛشٌُّٕا  
Ayat ini sebagai penegas bahwa mempunyai pekerjaan 
adalah kewajiban manusia. Bumi diciptakan untuk menyediakan 
segala kebutuhan hidup manusia. Untuk itu manusia harus 
memiliki inisiatif untuk memproses eksploitasi alam itu dan 
negarapun wajib melindungi proses ini. 
Hak azazi lain dimiliki manusia dalam kerangka 
nomokrasi Islam adalah kebebasan memilih tempat kediaman 
(domisili). Dalam Islam manusia sangat dianjurkan bertebaran di 
muka bumi agar dapat memakmurkan bumi. Pada hakikatnya 
bumi dan seluruh alam semesta adalah milik Allah karena itu 
manusia tiada berwenang untuk melarang atau menghalangi 
kebebasan seseorang dalam menentukan dan memilih  domisili 
yang diinginkan. Setiap manusia boleh dengan kesadaran sendiri 
memilih dan menentukan kewarganegaraannya. Dalam 
nomokrasi Islam  batas-batas wilayah  suatu negara tidak menjadi 
halangan  bagi seseorang untuk menentukan tempat tinggalnya. 
Negara atau penguasa tidak boleh menghalangi seseorang untuk 
bepergian ke mana pun sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan 
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ketentuan yang legal menurut hukum yang substansinya tidak 
bertentangan dengan Alquran dan Assunnah.  
 
5. Supremasi Hukum  
 Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan 
persamaan. Tanpa supremasi hukum maka keadilan dan 
persamaan tidak bisa ditegakkan. Dalam nomokrasi Islam 
seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dari intervensi 
siapapun. Hakim wajib menerapkan  prinsip keadilan dan 
persamaan terhadap siapapun. Hal ini dinyatakan dalam Alquran 
   َِِّنإَِِاللِِْمُكُرُْمؤ ٌََِنأِاو  دَإُتِِِتاَناََملأْاِىَِلإِاَِهلَْهأِاَِذإَوِِْمُتْمَكَحَِِن ٌْ َبِِِساَّنلاَِِْنأِاوُمُكْحَتِ  
39 ا َّمِعِنِِْمُكُظِع ٌَِِِهِبَِِِّنإَِِاللَِِناَكِاًعٌِمَسِاًرٌِصَب  ِِلْدَعْلاِبَِِِّنإَِِالل  
 Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan 
terhadap siapapun. Kekuasaan kehakiman harus memiliki 
kebebasan dari segala macam tekanan dan campur tangan 
eksekutif, bahkan kebebasan itu mencakup wewenang hakim 
untuk memvonis seorang penguasa jika ia melanggar hak 
rakyatnya. Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri bagi 
nomokrasi Islam tapi juga merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan 
prasyarat tegaknya prinsip keadilan dan persamaan. 
 Dalam nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan 
yang bebas. Hakim bebas menentukan putusannya dan hakim 
berkewenangan untuk berijtihad dalam menegakkan hukum. 
Namun kebebasan hakim tidak keluar dari tujuan Islam Artinya 
dalam tugas, hakim wajib memperhatikan prinsip amanah, karena 
kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah amanah rakyat yang 
harus dipelihara secara baik. Bahkan ketika akan memutuskan 
perkara ia harus menerapkan prinsip musyawarah agar tercapai 
keputusan yang seadil-adilnya. 
 
6. Tujuan Negara  
 Dua tujuan penting negara yaitu menciptakan kedamaian 
dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Salah satu tugas 
pokok rasul adalah mewujudkan perdamaian  bagi seluruh 
                                                 
 39 An-Nisa’ (4): 58.  
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manusia di muka bumi. Kata Islam sendiri selain bermakna 
penundukkan diri kepada Tuhan, keselamatan, kesejahteraan, 
juga mengandung makna perdamaian yang menjadi dambaan 
setiap orang. Alquran mengajak setiap orang untuk masuk ke 
dalam perdamaian: 
40  ب ُّٙ  ٌأب ٌ   ٓ ٌِزٌَّا إُٛ  ِ ا  ء اٍُُٛخْدا ًِف  ُِ ٍْ ِّسٌا  ًخَّفآ  و   لا  ٚ اُِٛعجَّت ت  ِدا  ٛ ُطُخ  ِْ ب طٍْ َّشٌا  ُ َِّٗٔا  ُْ ُى ٌ 
  ٚ ُذ  ع  َُ ُٓ ٍِج ُِّ  
Hubungan dengan negara lain harus dijalin  dan 
berpegang teguh  pada prinsip perdamaian. Perang bukan ajaran 
Islam. Kalaupun terjadi perang hanya untuk langkah defensif 
atau membela diri. Bahkan Islam baru membolehkan perang jika 
pihak lain telah memulai terlebih dahulu. 
41  ُْ ٍُُِ٘ٛتب ل  ٚ ىَّت  ح   لا   ْ ُٛى ت   خ ِْٕتف   ْ ُٛى ٌ  ٚ  ُٓ ٌ ِّذٌا  ِ َّلل َِ  ِْ ِب ف ا ْٛ   ٙتْٔ ا   ل ف   ٚ ْذُع  ْ ا  َِّلاا 
ى ٍ  ع   ٓ ٍ ِّ ٌِبَّظٌا  
Apabila tindakan kekerasan atau perang terpaksa 
dilakukan, maka Nabi memberikan delapan kaidah berperang,42 
yaitu: (1) Dilarang membunuh musuh secara kejam dan 
melampau batas kemanusiaan. (2) Dilarang membunuh 
penduduk sipil, anak-anak, wanita, orang tua, orang cacat, 
biarawan, para pertapa dan orang sakit. (3) Dilarang membunuh 
tawanan perang. (4) Dilarang memenggal kepala mayat musuh. 
(5) Dilarang membunuh musuh setelah musuh dikalahkan atau 
ditaklukkan. (6) Dilarang menyerang musuh yang berlindung di 
belakang wanita, anak-anak dan orang Islam yang dijadikan 
sandera. (7) Dilarang menganiaya tawanan perang. (8) Dilarang 
merusak rumah atau tempat ibadah musuh. 
Motif perang dalam Islam adalah sebagi pembelaan 
43    ْ ُِرأ   ٓ ٌِزٌٍَِّ   ْ ُٛ  ٍتب ُمٌ  ُْ ُ َّٙ  ٔ ِؤث اٛ ُّ ٍُِظ  َّْ ِا  ٚ   الل ى ٍ  ع  ُْ ِ٘ ِشْص ٔ   شٌِذ م ٌ  
Perang wajib dihentikan kalau musuh ingin berdamai 
 ْ ِا  ٚ ا ْٛ ُح ٕ  ج  ُِ ٍْ َّسٌٍِ  ْح ْٕجب ف ب  ٌٙ  ًْ َّو  ٛ  ت  ٚ ى ٍ  ع  ِالل  ُ َِّٗٔا   ٛ ُ٘  ُعٍْ ِّ َّسٌا  ُ ٍْ ٍِ  عٌْ ا     *  ِْٚا اُٚذٌِشٌُّ 
 ْأ 44   نُٛع  ذْخٌَّ  َّْ ِب ف   ه جْس  ح  ُالل   ٛ ُ٘ يِزٌَّا   ن ذَّ  ٌأ  ِِٖشْص ِٕث   ٓ ٍِٕ ِ ْئ ُّ ٌْ ِبث  ٚ  
                                                 
 40 Al-Baqarah (2) 208.  
 41 Al-Baqarah (2) 193.  
 42 Abd. Rahman Azzam, Keabadian Risalah Muhammad, alih bahasa 
Elly Batarfi (Bandung:  Iqra,  1983), p. 142-152.  
 43 Al-Hajj (22) : 39.  
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Ayat di atas menunjukkan bahwa doktrin Islam selalu 
mementingkan perdamaian. Kenapa begitu, karena manusia pada 
dasarnya berkedudukan sama di mata Allah dan berasal dari 
nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa.  Sekalipun 
dicipta berbeda suku, bangsa, etnis, agama, tujuannya untuk 
berinteraksi dan saling mengenal. Dengan semangat hidup damai, 
maka setiap manusia berkewajiban untuk mencegah segala 
bentuk kemungkaran dan mengajak kepada kemakrufan agar 
hidup betul-betul damai. 
Kecuali hidup damai negara harus mampu menciptakan 
warga negara yang hidup dengan sejahtera atau berkecukupan, 
baik materi maupun spiritual.  Damai saja tidak cukup tanpa ada 
kesejahteraan. Tegasnya damai dan sejahtera merupakan dua 
tujuan yang tidak bisa dipisahkan. Prinsip kesejahteraan dalam 
nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan 
keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Tugas itu 
dibebankan kepada penyelenggara  negara dan masyarakat.  
Pengertian keadilan sosial bukan sekedar pemenuhan kebutuhan 
materil atau kebendaan saja tetapi mencakup pemenuhan 
kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Negara berkewajiban 
memperhatikan dua kebutuhan tersebut dan menyediakan 
jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. 
Alquran menetapkan sumber dana bagi jaminan sosial itu, seperti 
zakat, infaq, wakaf, sedekah dan hibah.  
 Dalam nomokrasi Islam, keadilan sosial dan keadilan 
ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan 
harta oleh seseorang atau kelompok sementara yang lain 
mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam adalah 
mengentaskan kemiskinan atau paling tidak mengurangi 
kesenjangan ekonomi.  Pendirian Alquran tentang harta  adalah 
bahwa harta memiliki fungsi sosial, bukannya kepemilikan 
mutlak. Alquran menyebutkan bahwa dalam harta seseorang 
terdapat hak orang lain, baik ia memintanya atau tidak. Islam 
mewajibkan beberapa komponen harta untuk dizakati setiap 
tahunnya. Karena pentingnya lembaga zakat ini Alquran 
                                                                                                      
 44 Al-Anfal (8) : 61-62.  
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menyebut hampir di 82 tempat dalam Alquran.45 Bahkan zakat 
sering dirangkaikan penyebutannya dengan perintah sholat. Hal 
ini menunjukkan pentingnya zakat sebagaimana halnya sholat. 
Tegasnya zakat mengandung nilai ibadah dan muamalah 
sekaligus. Jika prinsip ini diaplikasikan secara baik maka akan 
bermuara pada apa yang oleh Alquran sebut dengan negara yang 
baldatun toyyibatun warabbun ghafur. 
 Untuk mewujudkan prinsip ini negara berkewajiban 
mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup  
untuk jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Jaminan 
sosial itu mencakup tunjangan pengangguran, tunjangan orang 
tua, bea siswa dan menyediakan sarana ibadat, pendidikan, panti 
asuhan, rumah sakit dan lain-lain. Realisasi prinsip di atas semata-
mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam 
masyarakat sesuai dengan perintah Allah. 
 Berbeda dengan negara Barat, di mana program 
kesejahteraan sosial dilakukan tidak tulus. Misalnya tunjangan 
sosial bagi buruh perusahaan berangkat dari kepentingan 
perusahaan karena ingin melindungi modalnya atau tunjangan itu 
sebagai insentif buruh agar meningkatkan produktifitasnya. 
Dengan kata lain tunjangan itu ujung-ujungnya kembali kepada 
perusahaan. Dari sisi buruh, mungkin bisa dinilai berdimensi 
kemanusiaan tapi tujuan pertama lebih dominan. Tidak terlalu 
sulit membuktikan sistem ekonomi kapitalis tetap beorientasi 
menguntungkan pemodal. 
7. Ketaatan Rakyat 
 Prinsip ketaatan ini dituangkan dalam surat an-Nisa’ ayat 
59. Hazairin menafsirkan dengan menaati Allah dengan tunduk 
kepada ketetapan-ketetapan Allah, menaati rasul dengan tunduk 
kepada ketetapan-ketetapan rasul dan menaati ulil amri adalah 
tunduk kepada ketetapan petugas kekuasaan dalam lingkungan 
tugas kekuasaannya.46 Ketetapan Allah dijumpai dalam Alquran. 
                                                 
 45 M.Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf  (Jakarta: UI 
Press, 1988), p. 9.  
 46 Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits 
(Jakarta: Tintamas, 1982), p. 62-63.  
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Ketetapan Nabi dijumpai dalam Assunnah. Adapun ketetapan 
ulil amri ada dua macam: Pertama, ketetapan yang merupakan 
pemilihan atau penunjukkan garis hukum yang setepat-tepatnya 
untuk diterapkan kepada suatu perkara atau kasus yang dihadapi 
baik bersumber pada Alquran maupun assunnah. Kedua, 
ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukum yang baru 
bagi keadaan baru menurut tempat dan waktu (ijtihad) dengan 
berpedoman pada Alquran dan Assunnah. Kata ulil amri tidak 
hanya sebutan bagi mereka yang memiliki kewenangan atau 
kekuasaan negara saja,  tetapi juga para sarjana muslim terutama 
para sarjana hukum  Islam yang memenuhi syarat melakukan 
ijtihad. Dari pemikiran mereka dapat dilahirkan seperangkat 
kaidah hukum baru yang tidak terdapat baik dalam Alquran 
maupun Assunnah. 
 Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh 
rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati  pemerintah. Sejauh 
mana prinsip ini mampu mengikat rakyat? Tentu saja sepanjang 
pemerintah tidak zalim, tiran, otoriter dan diktator. Dengan 
demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara 
alternatif. Melalui prinsip ini pula  rakyat berhak untuk 
mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau 
pemerintah.  Inti dari koreksi  rakyat terhadap penyimpangan 
yang dilakukan oleh penguasa adalah berupa teguran atau nasihat 
agar penguasa menyadari kekeliruannya  dan kembali kepada 
ketetapan Allah dan RasulNya. Jika pemerintah yang keliru sudah  
menyadari kekeliruannya maka rakyat boleh menaatinya kembali. 
Sebaliknya jika penguasa tidak mau menyadari kekeliruannya 
maka tidak ada ketaatan kepada penguasa itu bahkan harus 
dihentikan dari jabatannya. 
 Dari prinsip ketaatan ini dapat pula dimaknai bahwa 
pemerintah atau penguasa kecuali memiliki hak ketaatan 
rakyatnya kepadanya, juga berkewajiban memperhatikan 
kepentingan rakyatnya. Penguasa dalam menjalankan kekuasaan 
tidak boleh mengabaikan atau melalaikan kepentingan rakyatnya. 
Dalam nomokrasi Islam penguasa wajib mendahulukan 
kepentingan rakyat dari pada kepentingan dirinya sendiri. 
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Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap pemerintah 
mengandung azaz timbal balik bukannya sepihak.  
Tujuh prinsip nomokrasi Islam di atas memiliki sifat 
mutlak dan validitas yang eternal dan universal. Adapun cara, 
mekanisme bahkan sistem yang mendukung implementasi 
nomokrasi Islam itu tidak baku dan permanen. Implementasi 
nomokrasi Islam dapat mengambil bentuk yang beraneka rupa.  
 
 
Penutup            
Ragam konsep negara dalam Islam merupakan 
konsekuensi dari perbedaan paradigma dan metode berpikir. 
Negara integral menempatkan masa lalu Islam sebagai preferensi 
normatif (romantisme historis/providential theory) dan membaca 
masa lalu dengan nalar bayani (harfiyah, tekstual dan menepikan 
konteks sosio-historis (sya‟n al-nuzu l). Sedangkan negara sekular 
menempatkan masa lalu Islam sebagai referensi historis dan 
dibaca dengan nalar burhani cum irfani (realitas historis/progress 
theory). Kecuali itu, platform tauhid secara dominan mendasari 
metode berpikir Negara integral, sedangkan negara sekular 
didasarkan atas etik-moral agama (maslahah). 
Perbedaan metode berpikir tersebut dilatari oleh faktor 
sosial dan setting politik negara yang bersangkutan. Dari sisi sosial, 
tradisi tekstual  yang konservatif berbeda dengan tradisi 
kontekstual yang liberal. Begitu pula dengan pendidikan 
tradisional berbeda dengan pendidikan modern. Kecuali itu, 
setting politik memicu perbedaan konsep tentang negara  
Resume dari paparan di atas adalah bahwa keragaman 
model konsep negara menemukan kohesivitasnya di tengah 
nasionalisme Islam yang memiliki pluralitas sosial-politik. 
Konsep negara dalam Islam tidak tunggal (plural). Negara dalam 
Islam adalah negara yang memiliki spirit dan nomokrasi Islam 
serta tidak berkemutlakan (idealistik-nonotoritarianisme). Dalam 
konteks ini, konsep negara sekular-theistic dapat dipertimbangkan 
sebagai alternatif bagi pengembangan studi fiqh siya sah dusturiyyah. 
Wallahu a‟lam.  
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